
BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2OO9

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN I'UONOSOBO

BUPATI I'I'ONOSOBO,

llenimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk
menyeragamkan administrasi perkantoran guna menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dipandang perlu mengatur tata
naskah dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonosobo;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun '1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2404 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2AA8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1951
Nomor 11 1, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 176);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
fndonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 1636):
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang Pembigian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dagrah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembararl Negara Republik lndonesia Tahun
20A7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pedornan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negefi Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nofnor
B Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dina5 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukunl Daerah;

13. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Beritd Dderah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor 2 Tahun 2008
tenttng Urusan Pemerintahan baerah Kabupaten Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2OOA Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah lGbupaten \A/onosobo Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo
(Lembaranbaerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17,
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wohosobo Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Organisasi
ddn Tata Kerja Sekretariat Ddwan Perwakilan Rakyat Dderah ddn
Stdr nnli Kabupaten wonoscjbo (Lembaran Daerah l(abupaten
Wonosobo Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lernbaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Kabupate.r Wonosobo t{omor 't4 Tahun COO8

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Wonosobo (Lembaran Dadrah Kabupateil \ruonosobo tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2OAB

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praia
Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 22).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOIIfrAN TATA NASKAH
DINAS DI LINGKUNGAN PEIUIERIilTAH KABUPATEN
WOtIOSOBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud denlan :

1. Daerah adalah Kdbupaten Wonosobo.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalahBupati\Alonosobo.
4. Wakil Bupati adalah lA/akil Bupati Wonosobo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Sekretafiat de*an Perwakilan Rakyat Daerdh yan$ selanjutnya disebut Sekretariat

DPRD adalah Sekretdriat Dewan Perwakilan Rdkydt Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan
dan Kelurahan.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
O. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagdi perangkat daerah dalam wilayah

kefa kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bdtas-batas wilayah yailg

benrenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat sEtert'rpat yang diakui dan dihormati dalafr{
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggala perfierintahan desa;

12. Naskah Dinas adalafl alat komunikasi kedinasdh dalam bentuk tertulis.
1S. Xop Naskah Dinas adahh bagian teratas dari haskah dinas yang fnemuat sebutan

Pimpinan Organish$i Perangkat Daerah di liftgkungan Pemerintah Daerah.
'l+. Stempel Jabatan adahh alattcap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah

dinas yang telah dltandatangani oteh Bupati Uan Wakil BupHti serta KetuaM/akil
Ketua DPRD Kabupaterl Wonosobo.

{S. Stempel Organisasi Perangkat Daerah adalhh alaUcap yahg digunakan untuk
mensahkan suatu neskah dinas yang telah ditandatanganl oleh pdjabet yang
berwenang di lingkungah Pemerintah Daerah.

16. Papan Nama Organisasi Perangkat Daerah aUalah papan yang bertuliskan nema
dan alamat Organisdsi Perangkat Daerah-

17. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat pembungkus naskah dinas yang
mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas.

18. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang
memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah
dan nama daerah yang bersangkutan.

19. Pendelegasian Wewenang Penandatangan Naskah Dinas adalah pernberian
sebagian kewenangan dari atasannya kepada pejabat setingkat di bawahnya atau
yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu.

20. Mandat adalah pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada
pejabat setingkat di bawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani naskah
dinas, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada di tangan yang
memberikan mandat.



21.

22.

Penjabat yang selanjutnya disinjkat Pj Bupati adalah pemegang jabatan Blrpati
untuk sementara waktu sampai terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik oleh
Gubernur atas nama Presiden.
Atas Nama yang selanjutnya disingkat a.n. (a huruf kecil dan n huruf kecil)
dipergunakan jika yang berwenang menandatangani (pejabat setingkat di
bawahnya) telah mendapat mandat dari pejabat atasannya, pertanggungjawaban
materi surat tersebut tetap beradd di tangan yang memberikan mandat. Pejabat
yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat
dimaksud oleh yang memberimandat.
Untuk Beliau yang selaniutnya disingkat u.b. (u huruf kecil dan b huruf kecil)
dipergunakan jika pejabat yang mendapat mandat kewenangan menandatangani
dari pejabat setingkat di atasnya memberikan kewenangan perlandatangandn

kepada pejabat setingkat di bawahnya.
Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yan$

diangkat dalam halterdapat kekosongan jabatan struktural (berhalangan tetap dan
belum ditetapkan pengangkatan pejabat definitif oleh pejabat yang berwenang).
Pejabat Pelaksana l-larian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat pelaksana

harian yang diturtjUk dahm hal Pejabat Struktural berhalangan sementara dan
tidak dapat menialahkan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain, iiin cuti
atau alasan lain yang serupa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.

Yang Menjalankdn Tugas yang selanjutnya disinEkat Ymt adalah peiabat yang

menjalankan tuges ditunjuk dalam hal Pejdbat Struktural berhalangan sementara
dan tidak dap4t menjalankan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain, ijin
cuti dan atau'blasad [ain yang serupa untuk jartgka waktu kurang dariT (tujuh) hari.

BAB II

e2aS TATA NASKAH DINAS DAN TATA FERSURATAN

Bagian Kesatu
Azas-azas Tata Nask&h Dinas

Pasal 2
Azas-azas tata naskah dinas adalah pedortran atau aotrah dasar mengenai
pelaksanaan naskdh dinas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3
Azas-azas Tdta Nagkah Dinas terdiri dari :

Azas Daya guna dan Hasil guna adalah penyelenggaraan tatd rlAskaH dinaS
secara berdaya guna dan berhasil guna dalam penulisan, penggunaan ruang
atau lernbar ndskah dinas, spesffikasi informasi, serta dalarrr penggunaan
bahasa lndonesia yang baik, benar dan lugas;
Azas Pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara
dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk teknis tata naskah dinas setiap
Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada Pedoman Umum Tata Naskah
Dinas yang membakukan jenis, penyusunan naskah dinas, dan tata cara
penyelenggaraannya;
Azas Pertanggungjawaban adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dapat
dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan
dan keabsahan;
Azas Keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait
dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya;

23.
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26.
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e.

f.

Azas Kecepatan dan Ketepaten adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Organisasi Perangkat Daerah, tata naskah dinas harus dapat
diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan
redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan distribusi ;

Azas Keamanan adalah tata naskah dinas harus aman secara fisik dan
substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang
berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi. Demi terwujudnya tata naskah
dinas yang berdaya guna dan berhasil guna, pengamanan naskah dan aspek
legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting.

Bagian xedua
Tata Persuratad Dinas

Tata Persuratan Dinas adalah 0""r5;:;l?etatatat<sanaan penyetenggaraan surat-
menyurat yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka
pelaksanaar.r tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 5,
Penerapan Tata Persuratan Dinas harus mempeftatikan beberapa halyaitu:
a. Penyelenggaraan urusan kedina$an fnelalui surat-menyurat dinas harus

dilaksanakan secara ermat agar tidak menlmbulkan salah penafsiran;

b. Koordinasi antar pejabat terkait hendaknyH dilakukan dengan mengutamakan
metode yeng paling cepat dan tepat, misdlnya diskusi, kunjungan pribadi dan
jaringan t€lepon. Jika dalam menyusun surdt dinas diperlukan koorditlasi, pejabdt
yang bersangkutan melakukannya rnulai tahap penyusunan draft, sehingga
perbaikah dalam konsep final dapat dihindari;

c. Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur
surat mertyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi;

d. Jawaban terhadap surat yang masuk:
1. tnstafl$i pongiriffi harus-segera mengiflformasikan kepada penerima $Urat

atas keterleimbatan jawaban dalarn suatu proses komunikasi tahpa
keterangan yangjelas;

2. lnstan$l ydng menerima harus segerd memberikan jawaban terhddap
konfirmasi ydng dilakukan oleh instansi pengirim.

e. Batas *rftu jawdban surat , disesuaikan deilgan sifat surat yang bersangkutdh :

1. Amat $6gerH/kilat, dengan batas waku 24 jam setelah surat diterirna;
2. Segera, dengan batas waktu 2x24jam setelah surat diterima; dan
3. Biasa, dengdn batas waktu maksimum 5 hari kerja.

f. Waktu penandAthnganan surat harus memperhatikan jadual pengirirn surat yefld
berlaku di instansi masing-masing dan segera dikirim setelah ditandatangani.

g. Pengrgandaanlcnpy surat hanya diberikan kepada yang berhak rnenerima dan
memerlukan dinyatakan dengan memberi alamat yang dimaksud dalam
"Ternbusan" Copy surat dibuat terbatas hanya untuk keperluan sebagai berikut :

1. Copy Tembusan adalah copy surat yang disampaikan kepada peiabat yang
secara fungsional terkait;

2. Copy Laporan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang
berwenang; dan

3. Copy untuk Arsip adalah copy surat yang disimpan untuk kepentingan
pemeriksaan arsip.
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h.

i.

Tembusan surat disampaikan, kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait,
sedangkan lampiran surat hanya disampaikan kepada unit yang bertanglung
jawab.

Tingkat Keamanan :

1. Sangat Rahasia disingkat (SR), tingkat keamanan isi surat dinas yang
tertinggi, sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan
negara, dan jika disiarkan seffira tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak
berhak, akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara;

2. Rahasia disingkat (R), tingkat keamartan isi surat dinas yang berhubungan
erat dengan keamanan dan keselamatan negara, dan jika disiarkan secara
tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, akan merugikan negara;

3. Konfidensial disingkat (K), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang
berhubungdn dengan keamanan dan keselamatan negara, dan jika disiarkan
secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, akan merugikan
negdra. Termasuk dalam tingkat konfidensial adalah Rahasia Jabatan dan
Terbatas;

4. Biasa disingkat (B), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak
termasuk dalam butir a sampai dengan c, tetapi tidak berarti bahwa isi surat
dinas tersebut dapat disarnpaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

Kecepatan penlampaian :

1. Amat segera/kilat, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada
hariyang sama dengan batas waktu 24i,am;

2. Segera, surat dinal harus diselesaikAn/dikirim/disafnpaikan dalam wdktu
2 x 24 jam, dart

3. Biasa, surht dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut yang
diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadtral perjalanan caraka/
kurir , batas waktu 5 hari.

Surat deilgart tingkat keamanan tert6ntu (Sangat Rahasia, Rahasid,
Konfidensidlfferbatas) harus dijaga keamdnannya dalam rangka keselamatan
negara. Tanda tingkdt keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik) berwarna
merah padd bdgiart atas dan bawah setiap halaman surdt dinas.Jika surat difias
tersebut dicopy, cap tingkat keamanan pada copy haru5 dengan warna yang
sama dengan warna cap pada surat asli.

l. PengguneAn Kerta$ Surat.
1. fertas yang digunakan untuk kegiatart dinas adahh HVS 80 gram atau

disetuaikan Oengan kebutuhan, antara lain untuk kegiiltan surat-menyUrat,
penggendaan, dokumen dan pelaporan;

2. Penggunadn kertas HVS di aks 80 gram atau jenis lain, hartya terbatas ulltuk
jenii-naskih dinas yang mempunyai nilai keamanah tbrtentu dan riildi
kegunaan dalern waktu lama;

3. Penyediaan surat berlambang negara dan/atau logo instansi, dicetak di atas
kertas 80 gtam;

4. Kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah F'olio lZtO X 330 mm).

Di samping kertas folio untuk kepentingan tertentu seperti makalah/paper,
pidato dan laporan dapat menggunakan kertas dengan ukuran berikut :

1. A4 yang berukuran 21OX297 mm untuk makalah/ paper/laporan;
2. A5 setengah kuarto Q1A x 148 mm) untuk pidato.
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m. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran :

1. Penggunaan jenis huruf Pica (pada mesin ketik);
2. Anal12 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan;
4. Wama tinta adalah hitam.

n. Warna dan Kualitas.
Kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond) digunakan untuk
surat dinas yang asli, sedangkan yang berkualitas biasa digunakan untuk copy
surat dinas. Apabila digunakan mesin ketik biasa, tembusan diketik dengan
kertas karbon pada kertas doorslag/manifoldftissue. Apabila digunakan mesin
ketik elektronis atau komputer akan lebih efisien jika tembusan dibuat pada
kertas biasa dengan menggunakan mesin fotocopy. Naskah dengan jangka
waktu simpan 10 tahun atau lebih atau bernilai guna permanen harus
menggunakan kdrtas serendah-rendahnya dengan nilaikeasaman (PH) 7.

BAB III

NASKAH DINAS

Pasal 6
Naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam bentuk dan
susunan produk-produk hukum dan dalam bentuk surat.

Pasal 7
Naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah diolah oleh Organisasi Perangkat
baerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8
Naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh BupatiM/akil
Bupati, KetuaMakil Dewan Perwakilan Raltyat Daerah serta pejabat di lingkungan
Pemerintah Da6rah yang diberiweurenang untuk itu.

Pasal I
Jenis dan kewdnangan penandatanganan naskah dinas di lingkungan Pemerihtah
Deerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupdkan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

STEUPEL JABATAN DAN STEIilPEL ORGANTSASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk, Ukuran dan lsi

Pasal 10
(1) Stempel Jabatan dan Stempel Organisasi Perangkat Daerah berbentuk

lingkaran.

(2) Stempel Jabatan dan Stempel Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. . Garis lingkaran luar;
b. Garis lingkaran tengah;
c. Garis lingkaran dalam;
d. lsistempel.



rT

I Pasal 11 .
Ukuran stempelsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah :

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel Organisasi
Perangkat Daerah adalah 4 cm;

b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel Organisasi
Perangkat Daerah adalah 3,8 cm;

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel Organisasi
Perangkat Daerah adalah 2,7 cm;

d. Jarak antara 2 garis yang terdapatdalam lingkaran maksimal 1 cm.

Pasal 12
(1) Stempel Jabatan berisi nama Jabatan dan nama Daerah yang bersangkutan

dengan pembatas tanda bintang;
(2) Stempel Jabatan Bupati menggunakan Lanlbang Negara;
(3) StempelJabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah;
(4) Stempel Organisasi Perangkat Daerah berisi nama Organisasi Perangkat

Daerah tanpa menggunakan Lambang.

Pasal t3
\-. Stempel untuk kepeduan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 14
Pejabat yang berhak menggunakan stempel jdbatan sebagaimana dimdksud pada
Pdsal 12 ayat (2) dan ayat (3) yaitu BupatiMakil Bupati dan KetuaMtakil Ketua
Dewan Peruvakilan Rdkyat Daerah.

Pasal 15
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
yang berhak menggunakan Stempel sebagainlana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4)
adalah :

a. Sekretariat Daerah;
_ b. Sekretariat bewan Perwakilan Rakyat Dadrah

\-,' 9 Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah termasuk didalamnya RSUD Setjonegoro;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Kantor Pelayandn Perizinan Terpadu;
g. Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal {6
Stempel Jabatan atau Stempel Organisasi Perangkat Daerah menggunakan tinta
berwarna ungu.

Pasal 17
Stempel Jabatan dan Stempel Organisasi Perangkat Daerah dibubuhkan pada
bagian kiri daritanda tangan pejabat yang menandatangani.

Pasal {8
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai dan berhak menggunakan
Stempel Jabatan dan atau Stempel Organisasi Perangkat Daerah menunjuk pejabaU
petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan Stempel
Jabatan dan atau StempelOrganisasi Perangkat Daerah

8



Bentuk, ukuran dan tsi stempei liilii'i or" Pimpinan orsanisasi Perariskat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KOP NASKAH OITiTNS

Bagian Kesatu
Bentuk dan lsi

Pasal 20
(1) Kop Naskah Dinas Bupati menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan

ditempatkan di bagian tengah atas, sedangkan Kop Naskah Dinas Bupati yang

ditandatangani oleh Wakil Bupati menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati,
nama jabatan Wakil Bupati dan Stempel Jabatan Bupati dengan Lambang
Negara berwarna hitam.

(2) Koi NaskAh Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mernuet sebuten
DEWAN PERWAKILAN RAIfiAT DAERAH dengan menggunakan Lambang
Daerah berWarna hitam dan ditempatkan dibagian kiriatas.

(3) Kop Naskah Dinas Organisasi Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah
KaLupaten, Nama Organisasi Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon,
Nomor Faximile dan Kode Pos, menggunakan Lambang Daerah berwama
hitam, dah ditempatkan di bagian kiri atas.

(4) Kop NaskUh Dihas Pemerintah Kecamatdn dan Kelurdhan memuat sBbutan
"Pemerintah Kabupaten" diikuti ndma Kecamatan, nama Kelurahan, Alamat,
Nomor Faxifnile dan Kode Pos.

(5) Kop Naskah Dinas Perangkat Desa menggunakan kop Lambang Daerdh.

P asal 21
Kop Naskah Dinas pada Peraturan Daerah merlggunakan Lantbang Daerah dengan
stempel penandatanganan.

Pasal 22
Bentuk, ukurafl dan isi Kop Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Ddefah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll dan merupakan bagiart tidak terpisahkan
dari Peraturarl Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 23
(1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) digunakan

untuk Naskah Dinas yang ditandatanganioleh Bupatidan Wakil Bupati.
(2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2A ayat (2) digunakan

untuk Naskah Dinas yang ditandatanganioleh KetuaMakil Ketua DPRD-
(3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasa! 2O ayat (3) dan (a)

digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah yang bersangkutan atau Pejabat lain yang dilunjuk.

(4) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) digunakan
untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Pejabat lain
yang ditunjuk.

9
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BAB VI

SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Bentuk, Ukuran dan lsi Kop Sampul Naskah Dinas

Pasal 24
Sampul Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk empat persegi
panjang dan beruvarna coklat muda, jenis kertas cassing.

Pasal 25
Kop Sampul Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah memuat sebutan
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Nama Organisasi Perangkat Daerah,
Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos Organisasi Perangkat
Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26
(1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati menggunakan Lambang Negara berwarna

hitam dan ditempatkan pada tengah atas.
(2) Kop Sampul Naskah Dinas Organisasi Perangkat Daerah menggunakan

Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada kiriatas.
(3) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Desa menggunakan Kop Lambang

Daerah

Pasal2T
Bentuk, Ukuran dan lsi Kop Sampul Naskah Dinas Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran lV dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 28
(1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat

(1) diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil
Bupati.

(2) Kop Sampul Naskah Dinas Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) diisi dengan Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Pejabat Organisasi Perangkat Daerah;

(3) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal
26 ayal (3) diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Perangkat
Desa.

BAB VII

PAPAN NAIIIA

Bagian Kesatu
Bentuk, Ukuran dan lsi

Pasal 29
(1) Papan Nama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua)
berisi Nama Organisasi Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor
Faximile dan Kode Pos Wilayah;



(2) Papan Nama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok benaarna hitam.

Pasal 30
Bentuk, Ukuran dan lsi Papan Nama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 31
Papan Nama Organisasi Perangkat Daerah ditempatkan pada tempat yang
strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedung.

Pasal 32
Bagi beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah satu atap/
komplek, dibuat dalam satu Papan Nama yang bertuliskan semua nama Organisasi
Perangkat Daerah.

BAB VIII

Penurtjukan dan Pengangkatan PIt, Plh dan Ymt

Pasal 33
(1) Plt diangkat dengan surat perintah oleh pejabat pembina kepegawaian atau

pejabat lain yarlg ditunjuk dan yang bersangkutan dapat diberi kewenangan di
bidang administrasi kepegawaian dan keuangan namun tidak diberi
kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat
seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman
disiplin dan sebagainya.

{2) Plh ditunjuk dengan surat perintah oleh pejabat yang berwenang, yang
bersangkutan tidak diberi wewenang untuk mengambil atau menetapkan
keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat
keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan bidang keuangan-

(3) Ymt ditunjuk dengan surat perintah oleh pejabat yang benrenang, yang
bersangkutan sifatnya melaksanakan tugas sebagai pengkoordinasi di
lingkungan kedanya.

(4) Pengangkatan dan Penunjukan Plt, Plh dan Ymt tidak diberikan tunjangan
jabatan struktural dan tidak menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan
dari jabatan defi nitifnya.

(5) Penunjukan Plh dan Ymt dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pejabat Eselon ll, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau

Pejabat lain yang ditunjuk, menunjuk seorang pejabat Eselon ll lain di
lingkungannya atau seorang pejabat Eselon lll di lingkungan pejabat yang
berhalangan tersebut;

b. Pejabat Eselon lll, maka Pejabat Eselon ll yang membawahi pejabat yang
berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat Eselon lll lain di
lingkungannya atau seorang pejabat Eselon lV di lingkungan pejabat yang
berhalangan tersebut;

c. Pejabat Eselon lV, maka Peiabat Eselon lll yang membawahi pejabat yang
berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat Eselon lV lain di
lingkungannya atau seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan
tersebut-



BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34
Ketentuan-ketentuan yang mengatur naskah dinas yang karena sifat
kekhususannya, diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Wonosobo
Nomor : Ail140712001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 11 *eir$$6s a66g

Diundangkan diW
pada tanggal &&usrgs aoog

H
woNosoBo

I PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2OO9 NOMOR AS

l*r JA!ATAN
ii:

PAftiF

t SiEKDI
/_

'0rL'2 t $tsTEll sEttDr\

3 I(EPILA IMITN t-
l

l4
E.A' -*l
ffi6Bm
tffilnustffil,

v
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATIWONOSOBO
NOMOF
TANGGAL

: r TAHUN 2009
: tt *cusgts tff,

JENIS bIU X=WENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEilIERINTAH NABUPATEN WONOSOBO

i

I. UMUM

A. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk Produk-Produk

Hukum terdiridari :

1. Peraturan Daerah;
2. Peraturan Bupati;
3. Peraturan Bersama Bupati;
4. Keputusan Bupati;
5. lnstruksi BuPati.

B. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat terdiri dari :

1. Surat Edaran;
2. Surat Biasa;
3. Surat Keterangan;
4. Surat Perintah;
5. Surat lzin;
6. Surat Perianiian;
7. Surat fugas;
8. Surat Perintah Perialanan Dinas;
9. Surat Kuasa; 

,

10. Surat Undan$an;
11. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
12. Surat Fanggilan;
13. Nota dinas;
14. Nota Pengaiuan Konsep Naskah Dinas;

15. Lembdr Disposisi;
16. Telaahan Staf,
17. Pengumuman;
18. Laporan;
19. Rekontendasi;
2A. Surat Pengantar;
21. Telegram;
22. Berita Daerah;
23. Berita Acara;
24. Notulen;
25. Memo;
26. Daftar Hadir;
27. PiagamlSertifikat.

II. KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS.

1. dtrbati

a.

b.

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dah susunah
produk-produk hukuri serta dalam bentuk surat yang materinyd rhbrriuAt

kebijaksanaan dan atas pelaksanaan dari peraturan perunddn$-

undangan yang lebih tinggi;
Naskah Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, ditujukan kgqada

Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati, Presiden, Wakil

Presiden, Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non Departemen dan Pimpinan organisasi Kemasyarakatan;
Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan naskah dinas dimaksud
pada huruf a dan b, dilakukan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan

perundang-undangan Yang berlaku;
bupati da-pat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu

kepada eb;aUat yang ditunjuk secara tertulis dengan Peraturan Bupati,

kecuali Peraturan Daerah.

d.



e. Naskah Dinas sebagaigrana dimaksud huruf a terdiri dari :

1. Peraturan Daerah; 14. Surat Kuasa;
2. Peraturan Bupati; 15. Surat Undangan;
3. Keputusan Bupati 16. Surat Panggilan;
4. Peraturan Bersama Bupati; 17. Telegram;
5. lnstruksi Bupati; 18. LaForan;
6. Surat Edaran; 19. Rekomendasi;
7. Surat Biasa; 20. Berita Daerah;
8. Surat Keterangan; 21. Berita Acara;
9. Pengumuman; 22. Memo;
10.Surat Perintah; 23. Lembar Disposisi;
11. Surat lzin; 24. Nota Dinas;
12.Surat Perjanjian 25. Piagam.
't 3. Surat Perintah Perjalanan Dinas;

2. Wakil Bupati.

a. Wdkil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk-produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah
ditetapkan oleh Bupati serta dalam bentuk surat dan susunan surat
s$panjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung
jawabnya;

b. Naskah dinas sebagaimana dimaksud huruf a, ditujukan kepada Peiabat
di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati, Presiden, Wakil Presiden,
Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departefnen-dan Pimpinan Organisasi Kemasyalakatan serta pihak lain
yeng dianggap perlu;
Naskah Dinas dimaksud terdiridari :

1. Peraturan Bupati 12. Surat Kuasa;
2. K€putusan Bupati 13. Surat Undangan;
3. Peraturan Bersama Bupati; 14. Surat Panggilan;
4. Surat Bupati; 15. Nota Dinas;
5. Surat Edaran; 16. PenguntUrnan;
6. Strrdt Biasa; 17. LdHoran;
7. SLrrdtKeterangan; 18. RekbmendCsi;
8. Surdt Perintah; 19. Berita Daerah;
9. Surdt lzin; 20. Berita Acara;
t0. Surdt Perjanjian; 21. Memo.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 22. Lembar Disposisi.

3. Sekretaris Daerah

a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas
dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum yang bersifat
penetapan, peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan dari
kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan ;

b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan
atau petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan Pemerintah
Daerah yang telah ditetapkan;

c. Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas sebagaimana
dimaksud huruf a dan b , yang ditujukan kepada Pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah, Pejabat instansi lain dan pihak-pihak lain yang
dianggap perlu;
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d. Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatan'gani
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka
pengaturan dan atau koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;

e. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka Asisten berdasarkan
pemberian delegasi menandatangani naskah dinas sebagaimana
dimaksud huruf c.

f. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani :

1 Peraturan Bupati; 11 Berita Acara;
2 Keputusan Bupati; 12 Surat Kuasa;
3 Surat Edaran; 13 Surat Undangan;
4 Surat Biasa; 14 Surat PernYataan
5 Surat Keterangan; Melaksanakan Tugas;
6 Surat Perintah; 15 Surat Panggilan;
7 Surat lzin; 16 Pengumuman;
8 Surat Perjanjian; 17 Telegram/Radiogram;
I Surat Tugas; 18 LaPoran;
10 Surat Perintah Perjalanan 19 Berita Daerah;

Dinas;

g. Sekretaris Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani :

1 Surat Edaran; 12 Pengumuman;
2 Surat Biasa; 13 Telegram/Radiogram;
3 Surat Keterangan; 14 LaPoran;
4 Surat Perintah; 15 Berita Daerah;
5 Surat Tugas; 16 Berita Acara;
6 Surat Perintah Perjalanan 17 Notulen;

Dinas; 18 Memo;
7 Surat Kuasa; 19 Nota Dinas;
8 Surat Undangan; 2A Nota Pengajuan Konsep
I Surat Pernyataan Naskah Dinas;

Melaksanakan Tugas; 21 Lembar Disposisi;
10 Surat Panggilan; 22 Telaahan Staf.
11 Surat Pengantar;

4. Asisten.

a. Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas
dalam bentuk surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan
teknis operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang ditujukan kepada
Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Asisten berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan data
atau informasi sebagai pelaksanaan teknis operasional dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Asisten menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada Pejabat
di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
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d. Asisten atas nama Sefiretaris Daerah menandatangani naskah dinas :

1. Surat Edaran;
2. Surat Keterangan;
3. Surat Perintah;
4. Surat Tugas;
5. Surat Undangan;
6. Surat Panggilan;
7. Pengumuman;
8. Telegram/Radiogram;
9. Laporan;
10. Nota Dinas.

e. Asisten atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas :

1. Surat Edaran;
2. Surat Keterangan;
3. Surat Perintah;
4. Surat Tugas;
5. Surat Undangan;
6. Surat Panggilan;
7. Pengumuman;
8. Telegram/Radiogram;
9. Laporan;
10, Memo;
11. Daftar Hadir;
12. Nota Dinas;
13. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
14. Lembar Disposisi;
15. Telaahan Staf.

5. Kepala Bagian

a. Kepala Bagian menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang
yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat
informasi biasa/staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi
tanggung jawab yang lebih luas, yang ditujukan kepada eselon di
bawahnya atau yang setingkat;

b. Kepala Bagian atas nama atasan langsung atau atas wewenang
jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan
surat yang ditujukan kepada unit kerja intern yang bersangkutan.
Naskah Dinas dimaksud adalah :

1. Surat Pengantar;
2. Laporan;
3. Notulen;
4. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
5. Nota Dinas bersifat informasi;
6. Daftar Hadir;
7. Telaahan Staf;
8. Lembar Disposisi.
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Sekretaris Dewan Perwakllan Rakyat Daerah.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas wewenang jabatannya
menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang tblah
ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informatif/biasa/staf
teknis serta tidak mengandung konsekuensitanggung jawab yang lebih luas
yang ditujukan kepadieselon di bawahnya atau ydng setingkat.
Naskah Dinas yang dimaksUd ddalah :

1. Surat Biasa;
2. Surat Pdrlntah;
3. Surat Tugas;
4. Surat ferintah Perialandn Dinas;
5. Surat Undangdn;
6. Suiet Penguntar; ,

7. Pengurnuman; , i

8. Laporan;
L Teiegram/Radugranr;
10. Notulen;
11. Daftar Hadir;
12. Nota Dinas;
13. Nota Pengajuan KonseP Dinas;
14. Lembar Disposisi;
15. Telaahan Staf.

7. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

a. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas
keluar yang ditujukan kepada atasan atau yang setingkat dan atau
naskah dinas yang isinya menyangkut masalah-masalah prinsip atau
mengandung kebijakan teknis Organisasi Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atas nama Bupati
menandatangani naskah dinas :

I

'1. Keputusan Bupati
2. Surat Edaran:
3. Surat Hia.d;
4. Surat Keterangan;
5. $urdt Perintah;
6. Sr.il'ht tUHas:
z. sJrat PJilntatr Ferjdlanan

Dinas;
8. Surat Kuasa;

9. Sufat Fanggilan;
10. Rekomendasi;
11. Pengumuman;
1fl. tsertta Acard;
13. LaForarr;i; i;iifiHr,n/Radros''rr;
15. $UlHt lelH;
16. Surat Undahgan.
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b. Pimpinan Organisasi ferangkat Daerah atas wewenang jabatannya
menandatangani : '

1 Peraturan Organisasi
Perangkat Daerah

2 Surat Edaran;
3 Surat Biasa;
4 Surat Keterangan;
b Surat Perintah;
6 SUrat Tugds;
7 Sufet Perfrtah Perjalanan

bihas;
I Surat Kuasa;
I Surat Undangan;
10 Surat Panggilan
'11 Surdt Pengantar;

c. Camat menandatangani naskah dinas :

1 Peraturan Camat;
2 Surat Edaran;
3 Surat Biasa;
4 Surat Keterangan;
5 Surat Perintah;
6 Surat Pengantar;
7 Surat Tugas;
I Surat Undangan;
I Surat Panggilan;

d. Kepala Kelurahan menandatangani naskah dinas :

12 Surat Perjanjian;
13 Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas;
14 Surat lzin;
15 Pengumuman;
16 Lapbran;
17 Telbgram/Radiogram;
18 Notubn;
19 Radiogram;
20 Nlota Dinas;
21 Nota Pengajuan Konsep

Naskah Dinas;
22 Lembar Disposisi;
23 Telaahan Staf.

10 Surat Kuasa;
11 Pengumuman;
12 Memo;
13 Lembar Disposisi;
14 Berita Acara;
15 Nota Dinas;
16 Laporan;
17 Nota Pengajuan Konsep

Naskah Dinas;
18 Daftar Hadir.

*,

,t

2
3
4
5
6
7
I
I
10

.i

Perattfrafl Lurah;
Surat Eddran;
SUrat Biasd;i
bulat fetet$hgan;
$urdt Fel'irltdH;
suiat PefigaHtar;
Suut tuues;
Surat Undangatl;
Surat Panggllafii
5 utat Feriiiatr PerJahnan

12 Strrat Kuasa;,,
13 Pengumuman;
14 Rekoniendasi;
15 Nute Pengajuari Konsep

Nabkdn Dinas;
LeHbat bispusist;
Beritu Acdra;
Nota Ulnas;
Lapordn;
Daftdr Hadir;
Notu16rt;
Memd.

Dittd$;
1'l Surct lzin;

16
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e. Kepala Desa menandatangani naskah dinas :

1

2
3
4
5
6
7
I
I
io
11

Peraturan Desa;
Peraturan Kepala Desa;
Surat Edaran;
Surat Biasa;
Surat Keterangan;
Surat Perintah;
Surat Pen$dntar;
Surat Tugds;
Surat Undangan;
Surat Panggilan;
Surdt Pefintah Perjalanan

13 Surat Kuasa;
14 Pengumuman;
15 Rekomendasi;
16 Nota Pengajuan Konsep

Naskah Dinas;
17 Lembar Disposisi;
18 Berita Acard;
19 Nota Dinas;
20 Laporan;
21 Daftar Hadir;
22 Notulen;
23 Memo.Dlhds;

12 Surat lzin;

Bentuk ddn busunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
ditetapkan oleh daerah.

Kewenangarl penandatanganan naskah dinas bagi Peiabat satu tingkat
di bawah Pirnpinan Organisasi Perangkat Daerah menandatangani
naskah dinas yang isinya bersifat biasa/rutin.
Naskah Dinas dimaksud adalah :

1. Surat Keterangan;
2. Surat Tugas;
3. Surat Undangan;
4. Telegram/Radiogram;
5. Berita Acara;
6. Telaahan Staf;
7. Lembar Disposisi;
8. Surdt Pengantar;
9. Notd Dinas yang bersifat informasi.

llr. peMeuBUHAH PARAF.

t1l Fembubuhan Paraf Sechrd hierdrkhis

r. f{urkah Dinds sebetum dltarroatUngahi oleH Pe;abat ydrlg berwenang
harus diparat terlebih dahulu oleh makslmal tiga oiang Pejabat untuk ikut
pertanggung jawab ltarena tugas pokok dan fungsinya atau terkait dengan
ttrgasnyd,

2. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk
ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati diparaf oleh Sekretaris Daerah
dan dibubuhkan di belakang nama jabatan penandatanganan.

3. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

4. Paraf Pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir naskah dinas tersebut,
sedangkan untuk naskah dinas yang lebih dari satu halaman, maka
pejabat pembuat naskah dinas memaraf setiap halaman pada sebelah
kanan bawah.

g.
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5. Letak pembubuhan paraf peiabat tercebut pada butir 1 di atras sebagai
berikut:
a. Ditandatangani Bupati

BUPATI WONOSOBO

U

\
(tiga

NAMAJEIAS H-* paraf
(tiga tingkat di bawahnya)

b. Ditandatangani Sekretaris Daerah

A.N. BUPATTWONOSOBO
SEXRETNRIS DAERAH

hIAMA JE1AS
Pangkdt
NIP .........

i

,Farat
(tiga trnglkat di bawahnya)

c. Ditandatangani Dinas/Badan/Kantor atas nama Bupati

a.n. BUPATIWONOSOBO
KEPAIS

NAMA JEI3S
Pangkat
NtP ..............

Paraf
(tiga tingkat di bawahnya)

d. Dithfid$tehdunl Ftrhpinart b*rss/BrddlvKantur

KEPATA DINAS/BADAN/KANTOR .......

NAMA JELAS
Pangkat
NtP ......,.......

Paraf
tingkat di bawahnya)
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Pembubuh anPataf Koordindsi- '

1. Naskah dinas yang materinya menyangkut kepentingan organisasi

Perangkat Daeritr Iain, maka pejabat yang berwenang dari Organisasi
peranlfat Daerah lain tersebut perlu ikut serta membubuhkan Paraf

Koordinasi Pada naskah dinas
2. Bentuk dan Model Paraf Koordinasi dari Pejabat yang bersangkutan

dalam bentuk stemPel.
a. Bentuk stempel paraf koordinasi naskah dinas yang ditujukan

kepada BuPatiMakil BuPati.

No Jabatan Parat

1. Sekretaris Daerah
2. nsisten Sefretaris Daerah (Pemerintahan/

Perekonomian dan Pembangunan/
Administrasi)

3. Kabaq...
4. Lainnya

No Jabatan Par:af

1. Sekretaris Daerah
2. Keoala Dinas/Badan/Kantor
3. SefretarlslBidang/Sub Bag - TU/Se!q!
4. Lainnya

b. Bentuk sternpel paraf koordinasi naskah dinas yarry,'dituiukan

kepada Sekretaris Daerah.

No Jabatan Paraf

1. ffiretaris Daerah
(Pemerintahanl Perekonomian dan

Pembangunan/ Administras!)-
2. Keoala Baoian.....
3. Kasubbaq...
4. Lainnva

c. Bentuk stempel paraf koordinasi naskah dinas yang dituiukan

kepada Asisten Sekretaris Daerah.

2t



d. Bentuk stempel Paral koordinasi naskah dinas yang dituiukan
kepada Kepala Dinas.

No Jabatan Paraf
1. Sekretaris/Kabid
2. Kasubao/Keoala Seksi
3. Lainnva

Bentuk stempel paraf koordinasi naskah dinas yang ditujukan
kepada Kepala Badan.

No Jabatan Parat
1. Sekretaris/Kabid
2. Kasubag/Kasubid
3. Lainnva

3. Pembubuhan paraf koordinasi untuk lingkungan kantor, kecamatan
kelurahan dan desa tidak menggunakan stempel paraf. Parat
dibubuhkan di sebelah kanan nama yang berwenang menandatangani
naskah dinas.

lV. Gontoh Penartdatanganan dan F"nggun"rn a.n (atCs nama) dan u.b.
(untuk beliau) dCn ihin sebagainfa, sebdgai berikut :

A. Di Lingkungan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah.

1. Penandatanganan Naskah Dinas
a. Oleh Bupati :

BUPATI WONOSOBO

NAMA JELAS

b. Oleh Wakil Bupati :

WAKIL BUPATIWONOSOBO

NAMA JELAS

2. Penggunaan "a.n"
a.n. BUPATIWONOSOBO
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JEISS
Pangkat
NIP.

,)
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:i' f
B. DI LIi}GKUT{GAH SEKRETARTAT DPRD 

'IXNAS 'LEffiTEKDA 'TPPT'SATPOL PP' KECAMATAN' KELURAHAN'DESA

1. Fenandatanganan Naskah Dinas

a. Oleh Pimpinan atas namh Bupati.

a.n. BUPATI WONOSOBO
KEPAIS'DIREKTUR.

NAIIA JE1AS
Pangkat
NIP.

b. Oleh Pimpinan
KEPAI.A/DIREKTUR

NAlvlA JELAS
. Pangkat

NIP.

2. Penggunaan "a.n. "
d.n. BUPAfl UVONOSOBO
KEPALA/DIREKTUR.

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

a.n. CAMAT

l/ SEKRETARIS/KASI

NAIilIA JELAS
EdT$kTi-
Ntp.

a.n. KEPATA DESATKELURAHAN
SEKRETARIS..............

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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3. Penggunaan "u.b." !
a.n. BUPATIWONOSOBO

KEPALA DINAS/BADANIKANTOR
u.b.

SEKRETARI S/ KABI D/KASUBAG TU/KAS I

NAMA JETAS
Pangkat
NIP.

4. Penggunaan "Plt"
Ptt. KEPAT.A ...........

SEKRETARIS/ KABI D/KASU BAG TU/KAS I

NAMA JEI.A,S
Pangkat
NIP.

5. Penggunaan "Plh"
Pth. KEPALA ...........

SEKRETARIS/ KABI D/KASUBAG TU/KASI

NAMA JEISS
Pangkat
NIP.

6. Penggunaan "Ymt"
a.n. KEPALA ...........

SEKRETARI S/ KABI D/KASUBAG TU/KAS I

Ymt,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Jabatan yang diampu

YI. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEIUIBATALAN DAN RALAT.

1. PENGERTIAN.

a. Yang dimaksud dengan perubahan adalah mengubah sebagian dari
suatu naskah dinas. Dalam hal ini harus dibedakan dengan pengertian
ralat yaitu merubah kekeliruan kecil, misalnya salah ketik;

b. Yang dimaksud dengan pencabutan adalah suatu pernyataan tidak
berlaku lagi suatu naskah dinas terhitung mulai saat ditentukan dalam
pencabutan tersebut;

c. Yang dimaksud dengan pembatalan adalah suatu pernyataan yang
dinyatakan bahwa suatu naskah dinas harus dianggap tidak pernah
dikeluarkan.
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2. TATA CARA HENGUBATI, MENCABUT ATAU iIIEi'IBATALKAN NA$KAH
DINAS.
a. Naskah dinas yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut .atau

dibatalkan harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya, misalnya
Peraturan dengan Peraturan ;

b. Peiabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan
pembatalan adalah pejabat yang semula menandatangani naskah dinas
tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya;

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, misalnya salah ketik dikeluarkan oleh
pejabat yang menandatangani naskah dinas atau dapat oleh pejabat
setingkat lebih rendah.

VI! POKOK - POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS

1. Ketentuan Umum.
Pengetikan naskah dinas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan
formulir, ruang, tepi, alinea, penomoran, pemberian nomor halaman dan
kata penyambung.

2. Pengetikan Naskah Dinas.
Pengetikan naskah dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat agar
diketik di atas formulir ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan
untuk pengetikan naskah dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai
berikut:

Ruang tepi sebelah atas 3 enter di bawah garis Kop Naskah Dinas;
Ruang tepi sebelah bawah 5 enter daritepi kertas sebelah bawah;
Ruang tepisebelah kiri 7 sampai 20 ketuk daritepi kertas sebelah kiri;
Ruang tepisebelah kanan 7 ketuk daritepi kertas sebelah kanan.

VIII. SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

Sesuai dengan Susunan dan Bentuk Naskah Dinas dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pengecualian:

a. Khusus untuk Surat Perintah Perialanan Dinas mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.052AO7 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.0512007 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Vl dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

b. Khusus untuk Kop Naskah Dinas dalam bentuk Surat yang
ditandatangani oleh Bupati mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dibuat di atas kertas ukuran
folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati memuat sebutan
BUPATI WONOSOBO, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximille dan
Kode Pos, menggunakan Lambang Negara berwarna hitam di bagian
tengah atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vll dan merupakan

a.
b.
c.
d.

',
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LAMPIRAN ll : PERATURAN BUPATI wo[tloSOBOn NOMOR : rr TAHUN 2009'

TANGGAL : ir rsts?rs r.rg

BENruK, UKURAN, DAN ISI STETilPEL JABATAil DAI'I STETIPEL ORGANISASI
PERA]IIGKAT DAERAH DI UNGKUNGAN PEilTERINTAH KABUPATEN

UlfOtrlOSOBO

A. STEiiPEL JABATAN
1. Yang menggunakan Lambang.

2. Yang tidak menggunakan Lambang.

1 CM 2,7
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Contoh Penulisannya dalam Stenrpel Jabatan:

KETERANGAN:
A, MENGGUNAKAN LAIITBANG NEGARA/DAERAH:

1. STEMPEL JABATAN BUPATI
X : BUPATI
XX : WONOSOBO
XXX : LAMBANG NEGARA

2. STEUPEL JABATAN KETUA DPRD KABUPATEN
X : KETUA DPRD KABUPATEN
XX : WONOSOBO
XXX : LAMBANG DAERAH

B.TIDAK MENGGUNAKAN LAMBANG NEGARA/DAERAH:

B.

1.

2.

STEHIPEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX : WONOSOBO
XXX : SEKRETARIAT DAERAH

STEMPEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
PERYI'AKILAN RAKYAT DAERAH
X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX : WONOSOBO
XXX : SEKRETARIAT DPRD.

3. STEMPEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH
a. DINAS
X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX : WONOSOBO
XXX : DTNAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

b. UPTD
X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX : WONOSOBO
XXX : UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KECAMATAN......

c. SMATSMK
X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX : WONOSOBO
XXX : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMA NEGERI 1 WONOSOBO
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d. si,tP
Xl
XX:xxx :

a

PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI IWONOSOBO.

: PEMERINTAH KABUPATEN
: WONOSOBO
: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SD NEGERI 1 RANDUSARI
KECAMATAN KEPIL

e. SD
x
XX
xxx

4. STEMPEL LEMBAGA TEKHIS DAERAFI
a, BADAN
X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX : WONOSOBO
XXX : BAPPEDA

b. KANTOR
X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX : WONOSOBO
XXX : KANTOR KETAHANAN PANGAN

5. STEMPEL KECAMATAN
X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX : WONOSOBO
XXX : KECAMATAN

6. STEN'PEL KELURAHAN
X : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
XX : KECAMATAN
XXX : KELURAHAN.

7. STEMPEL KEPALA DESA
X : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
XX : KECAMATAN
XXX : KEPALA DESA

8. STEMPEL SEKRETARIAT DESA
X : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
XX : KECAMATAN
XXX : SEKRETARIAT DESA

rh JAEATAN Pltitr

t SEKDA

2 ASISTEN SEKDA 0z
3 KE?ALA IAGIAN t'
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LAMPIRANIII : PERATURAN BUPATI WoNoSoBo
NOMOR : il TAHUN2009
TANGGAL : 1I rcUsfu$ P.@

A.

B.

MODEL, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS

Perbandingan ukuran huruf Kop Naskah Dinas adalah 2:3, yaitu:
1. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pernerintah Daerah.
2. Ukuran huruf "3" untuk tulisan Organisasi Perangkat Daerah.

Bentuk dan isi Kop Naskah Dinas seperti pada contoh berikut:

Contoh 1:

BUPATI WONOSOBO

Contoh 2:

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sindoro Nomor 2-4 Telp. (0286) 321345 Fax. (0286) 321183

woNosoBo

(Bagian di Lingkungan Setda tidak menggunakan Lambang Daerah)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

Jalan Sindoro Nomor 24Telp. (0286) 321345 Fax. (0286) 321183

woNosoBo
56311
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Contoh 3:

PEMERINTAH I(ABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax- (0286) '----...-"----

woNosoBo
563{ 1

Contoh 4:

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN, PEN'UDA DAN OLAH RAGA
Jln Letien S. Parman Nomor 88 Telp. (0286) 321078 Fax. (0286) - - . .

WONOSOBO
5531{

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN, PEIIIUDA DAN OLAH RAGA
UPT DINAS PENDIDIKAN, PETIilUDA DAN OLAH RAGA

KECAMATAN LEKSONO
Jalan ,,. Nomor..... Telp. (0286) Fax. (0286) '.'---.-.--"-

LEKSONO
56...

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN, PEII,IUDA DAN OLAH RAGA
SIUIP ,I KEPIL

Jalan Nomor... Telp. (0286) Fax. (0286) -...-"'----.

KEPIL
56.,..".
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Contoh 5:

Contoh 6:

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO

KE CAITIATAN S E LOTTII E RTO

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax, (0286). . .. . . .

SELOI'ERTO
Kode Pos

t

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO

DIN.AS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD 1 RANDUSARI KECAMATAN KEPIL

Jalan Nomor... Telp. (0286) Fax. (0286) .....,...,...

KEPIL
56........

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO

BADAN

Jalan .... Nomor Telp. (0286) ..... Fax. (0286)

woNosoBo
56311

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO

KANTOR...

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax. {0286}. . . . . . .
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Contoh 8:

PEMERI NTAH I(ABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN .... ......ir
KELURAHAN

Jalan Nomor Telp.(0286) Fax.(0286).......

Kode Pos

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN .

KEPALA DESA

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax. (0286)

Contoh l0:

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEGAMATAN.
DESA ...,.!r,...,
SEKRETARIAT DESA

Jalan r.i,........ Nomor Telp. (0286) Fax, (0286|

il. JAIATT}I p-

r
t SEXDA

2 ASISIEH SE!{lt

t (EPALA IAGIAH
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r"-
: PERATURAN EUPITIWONOSOBO

NOMOR : rl TAHUN 2009'
TANGGAL . 11 tcts:t'Es ?ttt

t'.

LAMPIRAN ]V

ilAOEL, UKTTRAN DAN ISI KOP SATTPUL SURAT

A. BENTUK:
Sampul surat berbentuk empat persegi panjang.

Sampul surat Organi5asi Perangkat Daerah berwarna coklat muda jenis kertas
cassing dengan ukuran masing-masing:

UKURAN PANJAITIG LEBAR
KANTONG

FOLIO' iIIAP
1/z FALIA
Y4FOL,A

41 CM
35 CII'I
28 CM
28 CM

30 cM
25 Ci't
{8 C[t
12 Ct*

B. UKURAN HURUF
Perabandingan huruf 2'. 3,
1. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten
2. Ukuran huruf "3" untuk tulisan Organisasi Perangkat Daerah
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c. coNToHI

,)

Nfl/w
Ja'an ... -*'ii:i.T3}:-:*........ Fax.

WOtIOSOBO

56311

Nomor: ...-../ Kepada
Yth.

di-

Kode Pos

STEMPEL

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Nomor... Telp. (0286I Fax. (0286) .............

Kode Pos

Nomor: ------l Kepada
Yth.

di-

Kode Pos

STEMPEL
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{

PEMERINTAH I(ABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Nomor... Telp. {0286} Fax. (0286} .............

Kode Pos

Nomor:......1
Kepada

Yth.

di-

Kode Pos

STEMPEL

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Nomor... Telp. (0286) Fax. (0286) ...".........

Kode Pos

Nomor:...---l

Kepada
Yth.

di-

Kode Pos

STEMPEL
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PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS
UPT DINAS. KECAMATAN

Jalan Nomor... Telp. (0286) Fax. (0286)

Kode Pos

Nomor: . -. ...1

Yth.

di-

Kode Pos

STEilPEL

)+1

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN, PEIIilUDA DAN OLAH RAGA
SMffS]UK'SMP

Jalan Nomor.,. Telp. {0285} Fax. {0286)

Nomor: ....--l
Kepada

Yth.

di-

Kode Pos

STXMPEL

37



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN, PETUDA DAN OI.AH RAGA
sD L..,.. .., KECAUATAN...

Jalan Nomor... Telp. (0286) Fax. (0286, .............

Kode Pos

STEMPEL

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

BADAN'KANTOR.,.

Jalan Nomor... Telp. (0286) Fax. (0286) .............

Kode Pos

Nomor:......1 Kepada
Yth.

di-

Kode Pos

STEMPEL
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN SELOMERTO
Jalan Nomor... Telp. {0286) Fax. {0286}

SELOTUIERTO
Kode Pos

STIMPEL

Kode Pos

PEMERI NTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAII'IATAN
KELURAHAN.

Jalan Nomor... Telp. (0286) Fax. (0286) ...........,.

Kode Pos

STEMPEL

Kode Pos
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECATATAN.,.
DESA
SEKRETARIAT DESA

Jalan Nomor... Telp, (02861 Fax. {0286}

Kode Pos

Nomor: ..-...1

Kepada
Yth.

di-

Kode Pos

STEMPEL

a
r{r JAIATAN tr?. i

I CEKDA

2 ASISIEN SEI(OA 'wr
3 I(EPALA IAGIAN (v
4

---5-:-,1ttsf,rt PErlnmil

ffi.ruhs&rctJNDAilffii



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR i es TAHUN 2009
TANGGAL : !1 TST$fi$ 

'IU9

BENTUK UKURAN , BAHAN I}AIT ISI PAPAil NAilA ORGA}IISASI PERANGKAT
DAERATI DI LINGKUITGA}I PEiilERINTAH KABUPATEN IHONOSOBO

A. BENTUK
Papan Nama Organisasi Perangkat Daerah berbentuk empat persegi paniang
dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

Contoh:

B. UKURAH.
1. Ukuran Papan

a. Ukuran 't00 X 200 cm untuk Papan Nama Organisasi Perangkat Daerah :

1) Kantor Ketahanan Pangan;
2) Badan Kepegawaian Daerah;
3) BAPPEDA;
4) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga;
5) Kecamatan Wonosobo;
6) Dan lain sebagainya.

b. Ukuran 75 X 150 cm:
1) Kantor Kepala Desa;
2) Kantor Lurah;
3) Mawil Hansip Kecamatan;
4) Mawil Hansip Proyek Mtal;
5) Satgas Hansip Desa/Kelurahan;
6) Unit keria lain dalam Dinas-dinas Daerah/Badan ( UPTD, UPTB dll-).
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2. Ukuran Huruf a

Perbandingan ukuran huruf 1 : 2
a. Ukuran Huruf "1" untuk tulisan Pemerintah Kabupaten
b. Ukuran Huruf "2" untuk tulisan nama Organisasi Perangkat Daerah.

C. BAHAN
Bahan Papan Nama Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan
kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya.

D. CONTOH

Contoh 1

KAiITOR BUPATI YUONOSOBO

Jalan Nomor Telp. (0286I Fax. (0286)

woNosoBo
Kode Pos

Contoh 2

KANTOR WAKIL BUPATI UIIONOSOBO

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax. (0286)

woNosoBo
Kode Pos

Contoh 3

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax- (0286)

woNosoBo
Kode Pos

'!
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Contoh 4

PEil'IERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARTAT DPRD

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax. (0286) ..............

woNosoBo
Kode Pos

Contoh 5

PEIUIER] HTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAST r r r r r r r r r r rr r r r. r.

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax. (0286) ..............

Kode Pos

PEI,IERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DlNAS.. r r r r. r r r r r r. r r r rr

UPT DINAS.III' KEGAMATAN.''

Jalan Nomor Telp, (0286) Fax. (0286)

Kode Pos
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS III'I'II
SMATSMKTSMP IIIIIIIII

Jalan Nomor Telp. {0286} Fax. (0286)

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS.. r r rr r.... r r r r r r rr

SD NEGERI I II KECAMATAN III

Jalan Nomor Telp, (0286) Fax. (0286) ..,........,..

Kode Pos

Contoh 6

PE]III ERINTAH KABUPATEN UTONOSO BO

BADANrr.rrrr.rrr-rrr

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax. (0286)....."."......

Kode Pos
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Contoh 7

PEII'IERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KANTOR. I I T I' T TI T I I I I I T I I

Jalan Nomor Telp. {0286) Fax. (0286)

Kode Pos

Contoh 8

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN. I r r I I T r I " I I I I I r r'

Jalan ".....,,...... Nomor Telp. (0286) Fax. (0285)

Kode Pos

Contoh 9

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN I I I T I T I I I I I I I r I r T II

KELURAHANI I I I I I I I T I I I I I II

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax. (0286) ..............

Kode Pos

\:/



Contoh 10

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATANI t t I I I I r r I "' T I I I !r

KANTOR KEPALA DESA.. I I I I I I I T T T'

Jalan Nomor Telp. (0286) Fax. (0286)

Kode Pos

Contoh 11

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATANI I I I' I r' I I I' I I I I I I I

DESA.. r r r r r. r r r r r.. t t r

SEKRETARIAT DESA
Jalan Nomor Telp. (0286) Fax. (0286)

""':""""
Kode Pos

Contoh 12 BENTUK DAN lsl PAPAN NAll,lA YANG TERLETAK SATU
ATAP'SATU KOMPLEK.

JAEATAN

SEKDA

ASISTEN TEKDA



:'.':.F-il

Contoh Surat Perintah

t

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATIWONOSOBO
NOMOR : rf TAHUN 2009
TANGGAL: {!*6t$rEsail

Perjalanan Dinas:

PEilIIERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS.

Jl. ...... No. .... Telp.
wol{osoBo

Kode Pos

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor: / I I

Dikeluarkan di :Wonosobo
Tanggal

(Pejabat Yang Beruvenang)LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
45/PMK.O5I2OO7 TNTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAG] PEJABAT NEGARA,
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

NOMOR
JABATAN
PEGAWAI

NIP

1. Peiabat benvenano vano memberi perintah
2. Nama /NlP Pegawaiyang diperintah a.

b.

3 a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No.
6 Tahun 1997.

b. Jababn / lnstansi

c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas

a.
b.

a.
b.

a.
b.

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut Perjalanan Dinas

6. a. Tempat berangkat

b. Tempat tujuan

a-

b.

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas

b. Tanggal berangkat

c, Tanggal harus kembaliltiba ditempat baru *)

a.

b.

c-

L Penoikut Nama Tanosal Lahir I Keteranoan
1.
2.

9. Pembebanan Anggaran: a. lnstansi
b. Mata Anqcaran

a.
b.

10. Keterangan lain - lain

") Coret yang tidak perlu
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(Halaman sebaliknya)

VII. PERHATIAN:
Pejabat yang benrenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkaUtiba, serta bendaharawan bertanggung jawab
berdasarkan

r a.- *'l
--^ - ddll\

t,

I Tiba di
Pada Tanggal
Kepala

Berangkatdari :

(Tempat Kedudukan )
Ke:
Pada tanggal :

Kepala :

I
NIP.

ll Tiba di
Pada Tanggal
Kepala

NIP.

Berangkat dari :

(Tempat Kedudukan )Ke:
Pada tanggal :

(

NIP NIP
lll Tiba di

Pada Tanggal
Kepala

NiP. ' )

Berangkatdari :

(Tempat Kedudukan )Ke:
Pada tanggal :

Kepala :

(

NIP
lV Tiba di

Pada Tanggal
Kepala

Berangkat dari :

(Tempat Kedudukan )Ke:
Pada tanggal :

Kepala :

(

NIP NIP
V Tiba di

Pada Tanggal
Kepala

Berangkat dari :

(Tempat Kedudukan )
Ke:
Padatanggal :

Kepala :

(

NIP NIP
Vl Tiba di :

Pada Tanggal :

Pejabat yang berwenangl
Pejabat lainnya yang ditunjuk

(

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut diatas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pejabat yang benrenang/pejabat lainnya
yang ditunjuk.

NIP NIP
VllCatatan lain lain

Negara menderita rugi akibat kesalahan,

SEKDA i

PA:T.17JABATAN

ASEIEN Silt,A

rGlll[ BIEIA]I

kelalaian atau
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LAMPIRAN Vll : PERATURAN BUPATIWONOSOBO.
NOMOR : rt TAHUN 2009
TANGGAL : !l ts$slrrus at;,

Jaran sindoro *"urT*HI, ,U$tgi$ruP", (o2ao) sz11ss

WONOSOEO - JAWA TENGAH
5631 1

\

U
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sindoro Nomor 2 - 4 Wonosobo, Telephone 321345

Kepada Yth.

Lewat

Dari

Tanggal

Nomor

Perihal

NOTA. DINAS

S ekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo

7 September 2009

180/re eb 1E.W2O17

Pengundangan Peraturan BuPati

Dengan hormat, kami sampaikan Peraturan Bupati wonosobo Nomor

20 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Wonosobo, Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas telah

kami undangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun

2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan '

Demikian untuk meniadikan periksa dan mohon tanda tangan.

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO

KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19540922 198003 1 007 NrP. 19s8t023 199303 I 001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sindoro Nomor 2 - 4 Wonosobo, Telephone 321345

woNosoBo

-'T

I

Nomor : 190/r166/Hk/ 2009

Wonosobo, 26 Agustus 2009

KEPADA
Yth. BUPATIWONOSOBO

Lewat Sekertaris Daerah

Kabupaten Wonosobo

di -

WONOSOBO

TENTANG

CATATAN

LAMPIRAN

/ru,paikan,..
: Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Wonosobo.

: Konsep dari bag. Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo.

Untuk mohon tandatangan / pengesahan / persetujuan

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO

Pembina Utama Muda
NrP. 19540922198003 1 007 NtP. 19581023 199303 1 00


